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Abstract: In Islam, the concept of buying and selling must be based on valuesand ethics derived from the basic values of religion that uphold honesty andjustice. The existence of this discussion is related to the concept of buying andselling that is prohibited in Islam including ihtikâr and siyasa al-ighraq. Ihtikâris the practice of hoarding goods so that the goods circulating in the communityare reduced, then the price rises, which the hoarder has a large profit, while thecommunity is disadvantaged. While siyasa al-ighraq (dumping/ price dropping)is a trading activity that aims to make a profit by selling goods at a price lowerthan the prevailing market price and in practice can lead to unhealthycompetition and can disrupt the stability of market prices. In economics, thepractice of ihtikâr and siyasa al-ighraq are often carried out by business actorsin seizing economic markets, this will have an impact on the economy that iscausing unhealthy competition and will ultimately result in disruption ofmarket mechanisms. Therefore, Islam forbids the perpetrators of ihtikâr andsiyasa al-ighraq and they belong to the category of buying and selling that isprohibited in Islam.Keywords: Ihtikâr, Siyasah al-Ighraq, Concept of Buying and Selling, Economy
Abstrak: Dalam Islam, konsep jual beli harus dilandasi nilai-nilai dan etikayang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi tentangkejujuran dan keadilan. Adanya pembahasan ini terkait dengan konsep jual beliyang dilarang dalam Islam diantaranyayaitu ihtikâr dan siyasah al-
ighraq.Ihtikâr merupakan praktik menimbun barang agar barang yang beredardimasyarakat berkurang, lalu harganya naik, yang menimbun memperolehkeuntungan besar, sedangkan masyarakat dirugikan. Sedangkansiyasah al-
ighraq (dumping/banting harga) adalah aktivitas perdagangan yang bertujuanuntuk mencari keuntungan dengan jalan menjual barang pada tingkat hargayang lebih rendah dari harga yang berlaku dipasarandan dalam
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praktiknyadapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapatmengacaukan stabilitas harga pasar. Dalam ekonomi, praktik ihtikâr dan
siyasah al-ighraq seringkali dilakukan oleh pelaku usaha dalam merebut pasarekonomi, hal ini akan berdampak terhadap ekonomi yaitu menimbulkanpersaingan yang tidak sehat dan pada akhirnyaakan mengakibatkanterganggunya mekanisme pasar. Oleh karena itu, Islammelarang pelaku ihtikârdan siyasah al-ighraq dan termasuk kedalam kategori jual beli yang dilarangdalam Islam.
Kata kunci: Ihtikâr, Siyasah al-Ighraq, KonsepJual Beli, Ekonomi.
PENDAHULUANMu’amalah adalah satu aspek dariajaran yang telah melahirkan peradabanIslam yang maju di masa lalu. Mu’amalahmerupakan satu bagian dari syari’atIslam, yaitu yang mengatur kehidupanmanusia dalam hubungan denganmanusia, masyarakat dan alam. Karenamu’amalah merupakan aspek dari ajaranIslam, maka ia juga mengandung aspekteologis dan spiritual. Aspek inilah yangmerupakan dasar dari mu’amalahtersebut.Masalah mu’amalah yang seringmewarnai kehidupan kita sehari-haribanyak ragamnya, antara lain: jual beli,khiyar, pinjam meminjam, utang piutang,pemberian, titipan daln lainnya (Hamid,2017). Manusia sebagai makhluk sosialyang diciptakan Allah Subhanahu wa
Ta’ala yang saling membutuhkan satudengan yang lain tak lepas dalam urusanjual beli guna memenuhi kebutuhanhidupnya. Jual beli juga merupakanaktivitas sehari-hari setiap orang untukmemenuhi kebutuhan kehidupannya, dansetiap orang yang terjun dalam bidangjual beli harus mengetahui hukum jualbeli agar jual beli tersebut tidak ada yangdirugikan, yang sesuai dengan syariatIslam. Islam melihat konsep jual belisebagai suatu alat untuk menjadikanmanusia itu semakin dewasa dalam
berpola pikir dan melakukan berbagaiaktivitas, termasuk aktivitas ekonomi.Pasar sebagai tempat aktivitas jual beliharus dijadikan sebagai tempat pelatihanyang tepat bagi manusia sebagai khalifahdimuka bumi. Maka sebenarnya jual belidalam Islam merupakan wadah untukmemproduksi khalifah-khalifah yangtangguh dimuka bumi.Masalah ekonomi yang dihadapimasyarakat secara prinsip berbeda-beda,baik sebab-sebab timbulnya masalahekonomi yang berakibat metodemerumuskan keputusannya pun berbeda,keputusan ini akan menentukan arah-arah kebijakan ekonomi namun penyebabyang sering kali timbul secara dominanadalah faktor kebijakan (policy) ekonomiyang menjadi penyebab timbulnyamasalah ekonomi.Dalam pandangan Islam jual belimerupakan sarana untuk beribadahkepada Allah dan merupakah fardlu
kifayah, oleh karena itu bisnis danperdagangan (jual beli) tidak boleh lepasdari peran Syari’ah Islamiyah. SistemIslam melarang setiap aktivitasperekonomian, tak terkecuali jual beli(perdagangan) yang mengandung unsurpaksaan, mafsadah (lawan dari manfaat),
gharar (penipuan), ihtikâr (penimbunan)dan siyasah al-ighraq (dumping/bantingharga) pada masa modern sekarang ini.
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Sedangkan, bentuk perdagangan Islammengijinkan adanya sistem kerja sama(patungan) atau lazim disebut dengan
syirkah. Pada dasarnya, jual beli jugaharus terbebas dari unsur-unsur dharar(bahaya), jahalah (ketidakjelasan) dan
zhulm (merugikan atau tidak adilterhadap salah satu pihak) (Qusthoniah,2014). Dalam kaitannya dengan jual beliyang dilarang dalam Islam danberdampak pada ekonomi, hal ini yangmelatarbelakangi adanya pembahasan ini,dimana akan dibahas konsep jual beliyang dilarang seperti ihtikâr(penimbunan) dan siyasah al-ighraq(dumping) serta dampaknya terhadapekonomi pada saat sekarang ini.
LANDASAN TEORI
Ihtikâr (penimbunan barang)
Ihtikâr berasal dari kata hakarayang yang mengacu pada makna az-zulm(ھملظ) (Munawwir, 1997) yang berartimenganiaya dan isa'ah al-mu'asyarah(merusak pergaulan). Dengan timbangan
ihtakara, yahtakiru, ihtikâr, kata iniberarti upaya penimbunan barangdagangan untuk menunggu melonjaknyaharga (Haroen, 2007).Menurut Imam asy-Syaukani dalam Haroen (2007)ihtikâradalah penimbunan/ penahanan barangdagangan dari peredarannya.Jadi dapatdiartikan bahwa ihtikâr adalah menimbunbarang agar barang yang beredardimasyarakat berkurang, lalu harganyanaik, yang menimbun memperolehkeuntungan besar, sedangkan masyarakatdirugikan.
Ihtikâr sering kali diterjemahkansebagai monopoli dan/atau penimbunan.padahal sebenarnya ihtikâr tidak identikdengan monopoli dan/ atau penimbunan.Dalam Islam, siapapun boleh berbisnis
tanpa peduli apakah dia satu-satunyapenjual (monopoli) atau ada penjual lain.Menyimpan stock barang untuk keperluanpersediaan pun tidak dilarang dalamIslam. Jadi monopoli sah-sah saja.Demikian pula menyimpan persediaan.Yang dilarag adalah ihtikâr, yaitumengambil keuntungan diataskeuntungan normal dengan cara menjuallebih sedikit barang untuk harga yanglebih tinggi, atau istilah ekonominya
monopoly’s rent-seeking. Jadi dalam Islammonopoli boleh, sedangkan monopoly’s
rent-seeking tidak boleh (Karim, 2008).
Ihtikâr disebut juga rekayasa pasardalam supply (penawaran). Rekayasapasar dalam supply terjadi bila seorangprodusen/penjual mengambil keun-tungan di atas keuntungan normaldengan cara mengurangi supply agarharga produk yang dijualnya naik. Ihtikârbiasanya dilakukan dengan membuat
entry barrier, yakni menghambatprodusen/ penjual lain masuk ke pasar,agar ia menjadi pemain tunggal di pasar(monopoli). Karena itu, biasanya orangmenyamakan ihtikâr dengan monopolidan penimbunan, padahal tidak selaluseorang monopolis melakukan ihtikâr.Menurut Yahya bin Umar,dalamIskandar tentang monopoly’s rent-seeking(ihtikâr) dan dumping (siyasah al-ighraq).Kedua hal tersebut dapat mengakibatkanterganggunya mekanisme pasar, di manapenjual akan menjual sedikit barangdagangannya, sementara permintaanterhadap barang tersebut sangat banyak,sehingga di pasar terjadi kelangkaanbarang. Jadi, akibat ihtikâr masyarakatakan dirugikan oleh ulah sekelompokkecil manusia. Oleh karena itu, dalampasar monopoli seorang produsen dapatbertindak sebagai price maker (penentuharga).
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Ada beberapa artikel dan jurnalyang menjelaskan makna ihtikâr secarauniversal.  Untuk dapat memahamimakna ihtikâr berikut ini disajikanpengertiannya, yaitu diantaranya: Subhan(2015) monopoli atau ihtikâr adalahmenimbun barang agar yang beredardimasyarakat berkurang, lalu harganyanaik. MenurutSyaikh Abdurrahman dalamMirza dan Qudsi (2016) menjelaskanterdapat terdepat beberapa definisi yangdiberikan oleh ulama tentang ihtikâradalah: (1) Muhammad bin Ali Syaukani,mendifinisikan ihtikâr sebagaipenimbunan atau penahanan barangdagangan dari peredarannya; (2)Muhammad bin Muhammad Ghazali,mendefinisikan ihtikâr sebagaipenyimpanan barang dagangan olehpenjual makanan, untuk menunggumelonjaknya harga, dan penjualannyadilakukan, ketika harga naik; dan (3)Ulama mazhab Maliki, menyatakan bahwa
ihtikâr adalah penyimpanan barang olehprodeusen baik makanan, pakaian, dansegala jenis barang yang dibutuhkanmasyarakat luas, karena dapat berpotensimerusak pasar.Dari ketiga definisi tersebut, ihtikârmemiliki beberapa persamaan yaituadanya upaya pedagang untuk menimbunbarang dagangan, agar langka dipasaran,kemudian hendak dijual pada saat hargabarang tersebut melonjak naik.Dasar hukum dari pelarangan
ihtikâr, yang dikemukakan para ulamafiqih yang tidak membolehkannya adalahhasil induksi dari nilai-nilai universalyang dikandung al-Quran yangmenyatakan bahwa setiap perbuatananiaya, termasuk didalamnya ihtikâr,diharamkan.Allah SWT berfirman:
...                   
                  
Artinya:“...dan tolong-menolonglah kamu
dalam (mengerjakan) kebajikan
dan taqwa, dan jangan tolong-
menolong dalam berbuat dosadan
pelanggaran. dan bertakwalah
kamu kepada Allah,
Sesungguhnya Allah amat berat
siksa-Nya.”(Q.S. Al-Mai’dah, 5: 2).Sabda Rasulullah Shallallahu
‘Alaihi wa Sallam yang diriwayatkan olehIbn Majah dari Abi Hurairah yangmengatakan :
 َِيلُْغی َْنأ ُدیُِری ًةَرْكُح َرََكتْحا ْنَم
 ٌئِطاَخ َُوَھف َنیِِملْسُمْلا َىلَع َاِھب( )ةریره يبأ نع هجام نبا هاورArtinya:“Siapa yang melakukan
penimbunan barang dengan
tujuan merusak harga pasar,
sehingga harga naik secara tajam,
maka ia telah berbuat salah”.Kemudian hadis Rasulullah
Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam yang lainnyatidak membenarkan perbuatanihtikâr,misalnya, ''Siapa yang merusak harga
pasar, sehingga harga tersebut melonjak
tajam, maka Allah akan menempatkannya
didalam api neraka pada hari kiamat.''(HR. ath-Tabrani dari Ma’qil ibn Yasar).Berdasarkan pada ayat-ayat al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu
‘Alaihi wa Sallam diatas, para ulama fiqihsepakat meyatakan bahwa ihtikârtergolong kedalam perbuatan yangdilarang (haram). Secara tegas dikatakan
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bahwa ihtikâr (menimbun barangmakanan untuk di jual pada masa sulitdengan harga yang tinggi) hukumnyaharam (Syaikh al-‘Allamah,2004).Menurut Madzhab Hanafi, asy-Syafi'i dan Hanbali, objek barang yangharam ditimbunadalah makanan pokokyang menjadi kebutuhan umum, baik ituberupa makanan pokok manusia ataumakanan pokok untuk hewan ternak.Sedangkan untuk selain makanan pokok,hukum menimbunnya tidaklahdiharamkan. Namun menurut mazhabMaliki, objek ihtikâr mutlak apapun jenisbarangnya. Tidak disebutkan bahwaobjeknya adalah makanan saja, makaapapun jenis barang yang menjadikebutuhan orang banyak haram ditimbun(Tarmizi, 2014).Menurut Huzaimah dalam Mirzadan Qudsi (2016), Ahli fiqih berpendapatbahwaihtikâr (penimbunan) menjaditerlarang atau diharamkan apabilaterdapat syarat sebagi berikut: (1)Penimbunan itu dilakukan pada saatmanusia sangat mebutuhkan berang yangia timbun, semisal: sembako, bahanbakar, tanah dan barang kebutuhanlainnya. Dalam hal ini, bila barang yangdimiliki pedagang tidak manyangkutkebutuhan utama (primer) konsumen,maka tidak dianggap sebagaipenimbunan, karena tidakmengakibatkan kesulitan bagi manusia;(2) Barang yang diperjual belikan adalahbahan pokok yang ditimbundari suatutanggungan persediaan nafkah untukdirinya sendiri dan keluarganya dalamtenggang waktu selama satu tahun; dan(3) Barang-barang yang ditimbunnya itudalam usaha menunggu saat naiknyaharga, sehingga barang tersebut dapatdijual dengan harga yang lebih tinggi dandapat memberatkan konsumen tersebut.
Dari ketiga syarat tersebut dapatdianalisa aspek keharammnya yaitutehadap barang kelebihan nafkah daridirinya dan keluarganya dalam masa satutahun, yang berarti jika ia menimbunbarang konsumsi untuk kebutuhan hidupkeluarga dan dirinya selama satu tahuntidaklah diharamkan, sebab hal ini adalahwajar untuk menghindari kesulitanekonomi dimusim paceklik, kemudianpengharaman terhadap barang dengandalih ingin memperoleh keuntungan yangberlipat ganda, sebab bila tidak ditimbun,keuntungan yang didapatkan cenderungkecil dan penimbun ini dapat merusakharga dipasaran, yaitu dari harga yangrendah menjadi harga yang lebih tinggi,diutamakan sebagai bahan kebutuhanprimer (sembako) dan tidakmenyinggung tentang kebutuhan tersier(pelengkap).
Siyasah al-Ighraq (dumping/banting
harga)
Siyasah al-Ighraq atau bantingharga (politik dumping) adalah aktivitasperdagangan yang bertujuan untukmencari keuntungan dengan jalanmenjual barang pada tingkat harga yanglebih rendah dari harga yang berlakudipasaran. Dumping terjadi bila paraprodusen (biasanya para pelakumonopoli) dari sutu negeri menjual hasilmereka ke negeri lain dibawah hargayang dikenakan pada para konsumennegeri asal (Mannan, 1997).Bentukdiskriminasi harga yang biasa dilakukandikenal dengan istilah dumping, yakniharga yang lebih rendah terhadap barang-barang yang diekspor daripada barang-barang yang sama yang dijual di pasardomestik. Dumping merupakan sebuahkebijakan perdagangan yangkontroversial dan secara luas dikenal
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sebagai sebuah praktik yang tidak fairkarena menimbulkan persaingan yangtidak sehat dan merusak mekanismepasar. Pada dasarnya, Islam sangatmenghargai mekanisme pasar dalamperdagangan. Perhargaan tersebutberangkat dari ketentuan Allah
Subhanahu wa Ta’ala, bahwa perniagaanharus dilakukan secara baik dan denganrasa suka sama. Perdagangan itu wajibdibiarkan bebas, tidak boleh dibatasisiapapun, termasuk penguasa tidak bolehikut campur dalam pembatasankebijaksanaan perdagangan. Rasulullah
Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda,yang artinya: “Biarkanlah sebagian
manusia memberikan rizki kepada
sebagian yang lainya”.(HR. Baihaqi).Maksud dari hadits tersebutadalah biarkanlah lalu lintas perdaganganitu bebas diatur oleh masyarakat itu.Perdagangan seperti ini menganut sistemperdagangan bebas yang sekarangmenjadi isue politik di duniainternasional. Maka dari itu terciptalahpasar bebas yang sehat, sedangkanpraktik monopoli tidak diizinkan,persaingan tidak sehat, menjual denganharga lebih murah untuk mematikanpedagang lain yang lebih lemah dilarangpula. Logikanya sangat sederhana: hargajual harus cukup untuk menutup ongkosproduksi barang dalam kondisi produsenyang amat tidak menguntungkan. Dengandemikian, tidak ada alasan bagi produsenuntuk tidak membawa produknya kepasar.Menurut Mannan (1997) bisa sajatujuan banting harga atau
dumpingadalah: (a) untuk menghabiskanpersediaan yang berlebihan karena kelirumenilai permintaan; (b) mengembangkanhubungan perdagangan baru denganmenetapkan harga yang rendah; (c)mengenyahkan pesaing pasar asing,
produsen asing, atau pribumi, dan (d)memungut keuntungan sebesar-besarnyadalam perekonomian.Para pedagang melakukan praktik
siyasah al-ighraq atau banting harga(dumping) yang dapat menimbulkanpersaingan yang tidak sehat serta dapatmengacaukan stabilitas harga pasar.Dalam hal ini, pemerintah berhakmemerintahkan para pedagang tersebutuntuk menaikkan kembali harganyasesuai dengan harga yang berlaku dipasar. Apabila mereka menolaknya,pemerintah berhak mengusir parapedagang tersebut dari pasar. Hal inipernah dipraktikkan Umar bin al-Khattabketika mendapati seorang pedagangkismis menjual barang dagangannyadibawah harga pasar. Ia memberikanpilihan kepada pedagang tersebut, apakahmenaikkan harga sesuai dengan standaryang berlaku atau pergi dari pasar.Apapun yang mungkin menjadipertimbangan dumping akhirnyabertujuan untuk mencapai tatananekonomi yang didominasi monopolidengan menghalau produsen pribumimaupun asing dari bidang nasionalmaupun internasional, karena itumengeksploitasi massa rakyat luas.Semua hal ini bertentangan dengankebajikan dan mereka yang turut dalampraktik demikian berusaha mengambilkeuntungan dari kebutuhan dankemelaratan sesama manusia karena itu
dumping bertentangan dengan jiwa Islam(Mannan, 1997).
Konsep jual beli yang dilarang dalam
Islam Walaupun Islam mendorongumatnya untuk berdagang, bukan berartidapat dilakukan sesuka dan sekehendakmanusia, seperti lepas kendali. Adab dan
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etika bisnis dalam Islam harus dihormatidan dipatuhi jika para pedagang danpebisnis ingin termasuk dalam golonganpara Nabi, syuhada dan shadiqien.Menurut Hamid (2017) Syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Islamtentang jual-beli adalah sebagai beikut:(1) Penjual dan pembelinya haruslah: (a)Baligh; (b) Berakal sehat; dan (c) Ataskehendak sndiri; (2) Uang dan bendanyaharuslah: (a) Halal dan suci menurutagama; (b) Bermanfaat; (c) Keadaanbarang dapat diserahterimakan; (d)Keadaan barang diketahui oleh penjualdan pembeli; dan (e) Milik sendiri; dan(3) Ijab Qabul.Konsep Jual beli dapat dilihat daribeberapa sudut pandang, antara lainditinjau dari segi sah atau tidak sah danterlarang atau tidak terlarang. Kemudiankonsep jual beli yang dilarang berbagaijenis sesuai dengan cabang-cabangnyadan sifatnya. Hal ini dapat dibagikedalam: (1) Ditinjau dari sudut rusaksyarat akad; dan (2) Ditinjau dari sudutrusak syarat sah (Ayob, 2008).Menurut Prinsip Hukum Islam,yang dikutip oleh Al-Jamal (1986),sesuatu yang dihalalkan Allah untukmemilikinya, maka halal pula yangmenjadi obyek perdagangan, demikianpula halnya segala bentuk barang yangdiharamkan untuk memilikinya, makaharam pula memperdagangkannya.Disamping itu, dalam ketentuan hukumIslam, bahwa barang itu pada dasarnyahalal, akan tetapi, karena sikap sertaperbuatan para pelakunya, makausahanya itu menjadi haram, yaitu:penimbunan barang dagangan karenapenimbunan yang dilakukan itu bertujuanuntuk mencari keuntungan yang lebihbanyak, terutama pada saat harga itunaik.
PEMBAHASAN
Ihtikâr dan Siyasah al-IghraqSerta
Dampaknya Terhadap EkonomiAktivitas ekonomi merupakanbegian yang tidak terpisahkan dariketakwaan seorang muslim kepada Allah
Subhanahu wa Ta’ala. Dalam kaitannyadengan masalah ihtikârdan siyasah al-
ighraq, kedua istilah ini dalam ilmuekonomi kontemporer dikenal dengan
monopoly’s rent-seeking (ihtikâr)dan
dumping (siyasah al-ighraq).Dalam Islam,konsep ekonomi dan perdagangan harusdilandasi nilai-nilai dan etika yangbersumber dari nilai-nilai dasar agamayang menjunjung tinggi tentang kejujurandan keadilan. Barangsiapa menjualbarangnya di pasar yang kualitasnyasama seperti barang penjual lainnya.Maka ia dilarangnya untuk menjualbarangnya di pasar yang kualitasnyasama seperti barang penjual lainnya.Maka ia dilarangnya untuk menjualdengan harga yang lebih rendah dariharga pasar apabila hal itu akan merusakharga pasar dan membuat resah parapelaku pasar, hal tersebut harusdihindari.Permasalahan ihtikâr dan siyasah
al-ighraq ini telah mendapat perhatianyang sangat serius dari ajaran Islam,sebagaimanafirman Allah Subhanahu wa
Ta’aladalam Q.S. 59 ayat 7 yang artinya:"...agar harta itu jangan hanya berputar di
kalangan orang-orang kaya di antara
kamu sekalian..." (QS. 59 : 7). Selain riba,monopoli adalah komponen utama yangakan membuat kekayaan terkonsentrasiditangan segelintir kelompok, sehinggamenciptakan kesenjangan sosial danekonomi.Seperti yang telah dibahassebelumnya, bahwa ihtikâr dan siyasah al-
ighraq hukumnya haram. Sebab kedua
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bentuk praktik ini mengandungkecurangan, ketidakadilan dan sangatmembahayakan terhadap stabilitasekonomi. Dengan adanya ihtikâr ituberarti hanya ada satu pihak yang sangatdiuntungkan (dan pihak ini termasukminoritas) dengan mengorbankan pihakmayoritas. Ini adalah masalahketidakadilan dalam masalah ekonomi,padahal Islam memberikan porsi yangseimbang antara kepentingan umum(mayoritas) dan kepentingan pribadi(minoritas). Disamping mengandungketidakadilan, ihtikâr juga menyebabkankrisis yang sangat fatal dan sangatmengancam stabilitas ekonomi. Ihtikârjuga menyebabkan kesulitan bagi oranglain serta menyempitkan ruang gerakmereka untuk memperolehkebutuhannya.
Ihtikâr dapat mengakibatkanterganggunya mekanisme pasar, dimanapenjual akan menjual sedikit barangdagangannya, sementara permintaanterhadap barang tersebut sangat banyak,sehingga di pasar terjadi kelangkaan
barang. Berdasarkan hukum ekonomi,maka: ”Semakin sedikit persediaanbarang di pasar, maka harga barangsemakin naik dan permintaan terhadapbarang semakin berkurang.” Dalamkondisi seperti ini produsen dapatmenjual barangnya dengan harga yanglebih tinggi dari harga normal. Penjualakan mendapatkan keuntungan yanglebih besar dari keuntungan normal(super normal profit), sementarakonsumen akan menderita kerugian. Jadi,akibat ihtikâr masyarakat akan dirugikanoleh ulah sekelompok kecil manusia. Olehkarena itu, dalam pasar monopoli seorangprodusen dapat bertindak sebagai price
maker (penentu harga).Perilaku industri yang melakukan
ihtikâr berdampak pada penentuan harga,kuantitas barang dan keuntungan yangdapat diperoleh oleh produsen. Hakikat
ihtikâr adalah memproduksi lebih sedikitdari kemampuan produksinya untukmendapatkan keuntungan yang lebihbesar. Hal inidapat dilihat pada Gambar 1.berikut ini :
Gambar 1.Ihtikâr (Monopoly’s Rent Seeking Behaviour)
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Sumber : Karim, 2006.Pada gambar tersebut dapat dilihatsebuah contoh, kemampuan produksiindustri A adalah Q1, karena industritersebut menghadapi pasar monopoli, adakesempatan untuk memproduksi barangagar dapat keuntungan yang maksimal.Keuntungan maksimal yang dapat diambiloleh industri yang berprilaku sebagaimonopolis (melakukan ihtikâr), maka iaakan memilih tingkat produksinya ketikaMC=MR, dengan jumlah Q sebesar Qm, danP sebesar Pm. Dengan demikian, iamemproduksi lebih sedikit, dan menjualpada harga yang lebih tinggi. Profit yangdinikmati adalah sebesar kotak PmXYZ.Hal inilah yang dilarang karena produsentersebut sebenarnya dapat berproduksidengan tingkat output yang lebih tinggiyaitu S=D, atau ketika MC=AR. Padatingkat ini, jumlah barang yangdiproduksi lebih banyak, yakni sebesar Qi,dan harganya pun lebih murah, yaknisebesar Pi. Tentu saja profit yangdihasilkan lebih sedikit, yakni sebesarkotak ABCD. Selisih profit antara kotakPmHYZ dengan kotak ABCD inilah yangmerupakan monopoly’s rent yangdiharamkan (Karim, 2006).Para pedagang melakukan praktik
siyasah al-ighraq atau banting harga(dumping) yang dapat menimbulkanpersaingan yang tidak sehat serta dapatmengacaukan stabilitas harga pasar.Dalam hal ini, pemerintah berhakmemerintahkan para pedagang tersebutuntuk menaikkan kembali harganya
sesuai dengan harga yang berlaku dipasar. Apabila mereka menolaknya,pemerintah berhak mengusir parapedagang tersebut dari pasar. Kemudian
Siyasah al-Ighraq (dumping) yangdilakukan oleh seseorang dengan maksudagar para saingan dagangnya mengalamikebangkrutan. Dengan demikian ia akanleluasa menentukan harga di pasar.
Siyasah al-ighraq atau banting harga(dumping) dapat menimbulkanpersaingan yang tidak sehat serta dapatmengacaukan stabilitas harga di pasar.Dalam kondisi seperti ini pemerintahmempunyai otoritas untukmemerintahkan para pedagang tersebutagar menaikkan kembali harga barangsesuai dengan harga yang berlaku dipasar. Menurut Paul R. Krugman danMaurice obsfeld dalam Karim (2006),dalam praktiknya, dumping barudipandang sebagai kebijakanperdagangan yang lebih menguntungkanoleh sebuah perusahaan jika ditemukandua hal, yaitu pertama, industri tersebutbersifat kompetitif tidak sempurna,sehingga perusahaan dapat bertindaksebagai price maker, bukan sebagai price
taker; kedua, pasar harus tersegmentasi,sehingga penduduk di dalam negeri tidakdapat dengan mudah membeli barang-barang yang akan diekspor.Sebuahilustrasi praktik dumping dapat dilihatpada grafik dalamGambar 2.berikut ini :
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Gambar 2. Grafik Dumping
Sumber : Karim, 2006.Grafik ini menunjukkan sebuahindustri yang merupakan satu-satunyaperusahaan monopoli dalam negeri.Perusahaan tersebut melakukanpenjualan didua pasar, pasar domestik,dalam hal ini kota Kufah yangdigambarkan dengan kurva permintaanDDOM, dan pasar luar negeri. Di pasarInternasional, kita mengansumsikanbahwa penjulan sangat terkait denganharga yang ditetapkan oleh perusahaandan perusahaan tersebt mampu menjualsebanyak yang ia inginkan pada tingkatharga PFOR. Garis horizontalPFORmerupakan kurva permintaanterhadap penjualan di pasarInternasioanl. Kita mengansumsikanbahwa pasar telah tersegmentasisehingga perusahaan tersebut dapatmengenakan harga yang lebih tinggiterhadap barang-barang yang dijual dipasar Internasional. MC adalah kurva
marginal cost untuk pengeluaran totalyang bisa dijual di pasar manapun.
Untuk memaksimalkankeuntungan, perusahaan tersebut harusmenentukan pendapatan marjin samadengan marginal cost disetiap pasar.Pendapatan marjin pada penjualandomestikdi ilustrasikan dengan kurvaMRDOM yang terletak dibawah DDOM.Penjualan ekspor menempati harga yangkonstan, yakni pada PFOR. Dengandemikian, pendapatan marjin (marginal
revenue) dari sebuah unit tambahan yangdi ekspor adalah hanya sebesar PFOR.Untuk menentukan marginal cost samadengan pendapatan marjin (marginal
revenue) dikedua pasar tersebut,perusahaan harus memproduksi barangsejumlah QMONOPOLY, menjual sejumlahQDOM di pasar domestik dan melakukanekspor QMONOPOLY – QDOM. Dalam hal inibiaya produki sebuah unit tambahanadalah sama dengan PFOR, yaknipendapatan marjin (marginal revenue)revenue dari penjualan ekspor, yang samadengan pendapatan marjin (marginal
revenue) dari penjualan domestik. Jumlah
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QDOM akan diminta pasar domestik padatingkat harg PDOM, yang terletak diatasharga ekspor, PFOR, dengan demikianperusahaan tersebut melakukan dumping,menjual lebih murah di pasarInternasional daripada di pasardomestik(Karim, 2006).Dua hal yang membolehkanpemerintah melakukan intervensiterhadap regulasi harga di pasar, yaitu:(a) Para pedagang tidak menjual barangdagangan tertentu (ihtikâr/ Monopoly’s
Rent-Seeking), padahal masyarakat sangatmembutuhkannya, akibat ulah darisebagian pedagang tersebut, harga dipasar menjadi tidak stabil dan haltersebut dapat membahayakankehidupan masyarakat luas danmencegah terciptanya masyarakat yangsejahtera. Dalam kondisi seperti itupemerintah dapat melakukan intervensiagar harga barang menjadi normalkembali; dan (b) Sebagian pedagangmelakukan praktik siyasah al-ighraq ataubanting harga (dumping). Praktik bantingharga dapat menimbulkan persainganyang tidak sehat serta dapatmengacaukan stabilitas harga di pasar.Dalam kondisi seperti ini pemerintahmempunyai otoritas untukmemerintahkan para pedagang tersebutagar menaikkan kembali harga barang
sesuai dengan harga yang berlaku dipasar. Timbulnya kemudharatanterhadap masyarakat merupakan syaratpelarangan penimbunan barang. Apabilahal itu terjadi, barang dagangan hasiltimbunan tersebut harus dijual dankeuntungan dari hasil penjualan inidisedekahkan sebagai pendidikanterhadap para pelaku ihtikâr. Adapunpara pelaku Ihtikâr itu sendiri hanyaberhak mendapatkan modal pokokmereka. Selanjutnya, pemerintahmemperingati para pelaku ihtikâr agartidak mengulangi perbuatannya. Apabilamereka tidak mempedulikan peringatantersebut, pemerintah berhak menghukummereka dengan memukul, mengelilingikota dan memenjarakannya (Azra, 2010).Mekanisme pasar yang sesuaidengan syariah memang tidakmengedepankan intervensi pemerintahpada kondisi pasar berjalan normal.Namun ketika pasar mengalami distorsiyang disebabkan oleh ulah parapelakunya, maka pemerintah tentu perlumembenahi harga untuk mewujudnyakemaslahatan umat. Oleh karena itu,perlu untuk kita ketahui secarakomparatif  pemikiran-pemikiran tokohulama terdahulu tentang mekanismepasar dan keseimbangan harga padaTabel 1.1 berikut ini :
Tabel 1. Pemikiran-pemikiran Tokoh Tentang Mekanisme Pasar
dan Keseimbangan Harga
Abu Yusuf
(113 – 182 H)
Yahya Bin Umar
(213 – 289 H)
Al-Ghazali
(450 – 505 H)
Ibnu Taimiyah
(661 – 728 H)
Ibnu Khaldun
(732 – 808 )
 Tercatat sebagaiulama terawalyang mulaimenyinggungmekanisme pasar.
 Memperhatikanpeningkatan dan
 Mendukungkebebasanekonomi, yangberarti bahwaditentukan olehkekuatan pasar,yakni kekuatan
Prosesterbentuknyapasarberdasarkankekuatanpermintaandan
 Dalam pasarbebas, Hargaditentukanoleh interaksiantarakekuatanpermintaan
Kekuatanpermintaandanpenawaransebagaipenentukeseimbanga
A-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan P-ISSN 1412-5382Vol. 16 No.1 April 2019 E-ISSN 2598-2168
47
penurunanproduksi dankaitannya denganperubahan harga.Pada saat terjadikelangkaan barangmaka hargacenderung akannaikatau tinggi.Sedangkan padasaat persediaanbarang melimpah,maka hargacenderung untukturun atau lebihrendah.
 Menentangpenetapan harga(ta’sir) olehpemerintah.
 Mendorongpemerintah untukmemecahkanmasalah kenaikanharga denganmenambahpenawaran danmenghindarikontrol harga.
penawaran(supply) danpermintaan(demand).
 Hukum asalpenetapanharga (ta’sir)adalah tidakboleh dilakukan.
 Pemerintahtidak bolehmelakukanintervensi,kecuali dalamdua hal, yaitu(1)Parapedagang tidakmemperdagangkan barangdagangantertentunyayang sangatdibutuhkanmasyarakat. (2)para pedagangmelakukanpraktik siyasah
al-ighraq ataubanting harga(dumping).
penawaranuntukmenentukanharga danlaba.
Pasarmerupakanbagian dari“keteraturanalami”.Pentingnyaperanpemerintahdalammenjaminkeamananjalurperdagangan
Produkmakanansebagaikomoditasperlumendapatproteksipemerintah.Tidak setujudengankeuntunganyang berlebihuntukmenjadimotivasipedagang,keuntungansesungguhnya adalahkeuntungandi akhiratkelak.
danpenawaran.
 Perekonomianberdasarkanpadamekanismepasar dengankebebasankeluar-masukpasar danhargasepenuhnyaditentukanolehmekanismepasar.
 Intervensiharga olehpemerintahdibenarkanuntukmenegakkankeadilan sertamemenuhikebutuhandasarmasyarakat.
 Pasar harusdibersihkandari praktikmonopoli,pemalsuanproduk, danpraktik-praktikbisnis yangtidak jujurlainnya.
 Praktikmonopolidilarang untukmenjaminharga yang adilbagimasyarakat.
 Pemerintahtidak perlu ikutcampur tangandalammenentukan
n harga.
Harga adalahhasil darihukumpermintaandanpenawaran.Jika suatubarang langkadan banyakdiminta,makaharganyatinggi. Jikasuatu barangberlimpah,harganyarendah.
Harga suatubarang terdiridari tigaunsur: Gajiuntukprodusen,laba untukpedagang danpajak untukpemerintah.
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harga selamamekanismepasar berjalannormal. Bilamekanismenormal tidakberjalan,pemerintahdisarankanmelakukankontrol harga.Sumber: Amalia (2010).Dalam Ekonomi Islam hanyabarang/jasa yang dapat mengembangkandan menopang maslahah sajalah yangdapat dikategorikan sebagai barang/jasayang mengandung maslahah. Olehkarenanya, dari sudut pandang agama,seorang individu muslim didorong untukmemperoleh atau memproduksibarang/jasa yang mengadungkemaslahatan. Barang/jasa dapat diukurtingkat kemaslahatannya relatif padakemampuan barang/ jasa tersebut untukmengembangkanmaslahah.Solusi masalah ihtikâr dan siyasah
al-ighraq adalah dengan adanya lembagaotoritas pasar dalam Islam disebut jugadengan lembaga al-Hisbah, diharapkanpermasalahan ihtikârdapat ditanggulangidengan sebaik-baiknya. Al-Hisbah adalahlembaga pengawasan dan peradilandalam pasar yang eksistensinya sudahada sejak zaman Rasululah Shallallahu‘Alaihi wa Sallam(Mujahidin,2014).Eksistensi lembaga otoritas pasar Hisbahini menyiratkan bagaimanaperekonomian Islam memandang pasarbegitu penting dalam aktivitas ekonomi.Dengan adanya pemberdayaan lembagaal-Hisbah yang baik, diharapkan mampumenanggulangi masalah-masalah yangada di pasar terutama masalah ihtikârini.
Menurut Mujahidin (2014) Adapunbeberapa fungsi al-Hisbah selaku lembagapengawasan dan peradilan dalam pasardiantaranya adalah sebagai berikut: (a)mengawasi timbangan, ukuran dan harga.Dalam konteks perekonomiankontemporer, Hisbah juga mengawasistandar-standar atau parameter-parameter yang menentukan atas barangdan jasa atau bahkan sebuah unit usahadalam aktifitas ekonomi Islam; (b)mengawasi jual-beli terlarang, praktikriba, maisir, gharar dan penipuan; (c)mengawasi kehalalan, kesehatan dankebersihan suatu komoditas; (d)pengaturan (tata letak) pasar; (e)mengawasi persengketaan danketidakadilan; (f) melakukan intervensipasar; dan (g) memberikan hukumanterhadap pelanggaranKehadiran lembaga-lembagaperbankan dan keuangan syari’ah jugadidasarkan kepada maslahah. Inovasizakat produktif dan waqaf tunai jugadidasarkan kepada maslahah. Pendeknyasemua aktivitas dan perilaku dalamperekonomian acuannya adalahmaslahah. Jika di dalamnya adakemaslahatan, maka hal itu dibenarkandan dianjurkan oleh syari’ah. Sebaliknyajika disana ada kemudratan dan
mafsadah, maka praktiknya tidak
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dibenarkan, seperti ihtikâr, spekulasi
valas dan saham, gharar, judi, dumping,dan segala bisnis yang mengandung riba.Demikian pula dalam membicarakanperilaku konsumen dalam kaitannyadengan utility. Transaksi perbankansyariah juga dilakukan berdasarkan suatuperjanjian yang jelas dan benar sertauntuk keuntungan semua pihak tanpamerugikan pihak lain sehingga tidakdiperkenankan menggunakan standarganda harga untuk satu akad serta tidakmenggunakan dua transaksi bersamaanyang berkaitan (ta’alluq) dalam satu akad.Syariah tidak membenarkan adanyadistorsi harga melalui rekayasapermintaan (najasy), maupun melaluirekayasa penawaran (ihtikâr) serta tidakmengandung unsur kolusi dengan suapmenyuap (risywah). Dikarenakan ihtikârdan siyasah al-ighraq besar kaitannyadengan jual beli, maka kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalamlembaga keuangan syariah adalah jugabesar kaitannya dengan produk-produkyang menggunakan akad jual beli seperti
murabahah, salam dan istishna’.
SIMPULANDalam pandangan Islam jual belimerupakan sarana untuk beribadahkepada Allah dan merupakah fardlu
kifayah, oleh karena itu bisnis danperdagangan (jual beli) tidak boleh lepasdari peran Syari’ah Islamiyah. SistemIslam melarang setiap aktivitasperekonomian, tak terkecuali jual beli(perdagangan) yang mengandung unsurpaksaan, mafsadah (lawan dari manfaat),
gharar (penipuan), ihtikâr (penimbunan)dan siyasah al-ighraq (dumping/bantingharga) pada masa modern sekarang ini.Konsep jual beli yang dilarang berbagaijenis sesuai dengan cabang-cabangnya
dan sifatnya. Hal ini dapat dibagikedalam: ditinjau dari sudut rusak syaratakad, ditinjau dari sudut rusak syarat sah.
Ihtikâr adalah upaya penimbunan barangdagangan untuk menunggu melonjaknyaharga. Siyasah al-Ighraq atau bantingharga (politik dumping) adalah sebuahaktivitas perdagangan yang bertujuanuntuk mencari keuntungan dengan jalanmenjual barang pada tingkat harga yanglebih rendah dari harga yang berlaku dipasaran. Para ulama fiqih sepakatmeyatakan bahwa ihtikâr dan Siyasah al-
Ighraq tergolong kedalam perbuatan yangdilarang (haram) karena dapatmenimbulkan persaingan yang tidaksehat serta dapat mengacaukan stabilitasharga di pasar dan dapat merusakmekanisme pasar.Aktivitas ekonomimerupakan begian yang tak terpisahkandari ketakwaan seorang muslim kepadaAllah Subhanahu wa Ta’ala. Dalamkaitannya dengan masalah ihtikârdan
siyasah al-ighraq, kedua istilah ini dalamilmu ekonomi kontemporer dikenaldengan monopoly’s rent-seeking (ihtikâr)dan dumping (siyasah al-ighraq).Dikarenakan ihtikâr dan siyasah al-ighraqbesar kaitannya dengan jual beli, makakemungkinan-kemungkinan yang dapatterjadi dalam lembaga keuangan syariahadalah juga besar kaitannya denganproduk-produk yang menggunakan akadjual beli seperti murabahah, salam dan
istishna’.
DAFTAR PUSTAKAAl-Jamal, Ibrahim Muhammad.1986.Kaidah Fiqih. Yogyakarta.Graha Ilmu.Al-Quranul KarimAmalia, Euis. 2010.Sejarah Pemikiran
Ekonomi Islam Dari Masa Klasik
A-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan P-ISSN 1412-5382Vol. 16 No.1 April 2019 E-ISSN 2598-2168
50
Hingga Kontemporer. Depok:Gramata Publishing.Ayob, Syeikh Hassan. 2008.Fiqh
Muamalah. Puchong: Sel. BerlianPublications SDN. BHD.Azra, Azyumardi. 2010. Sejarah Pemikiran
Ekonomi Islam Dari Masa Klasik
Hingga Kontemporer. Depok:Gramata Publishing.Hamid, Syamsul Rijal. 2017. Buku Pintar
Agama Islam. Jakarta: Bee MediaPustaka.Haroen, Nasrun. 2007. Fiqh Muamalah.Jakarta: Gaya Media Pratama.Karim, Adiwarman Azwar. 2006.Sejarah
Pemikiran Ekonomi Islami. Jakarta.PT. RajaGrafindo Persada.Karim, Adiwarman Azwar. 2008.Ekonomi
Mikro Islami. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.Mannan, M. Abdul. 1997.Teori Dan
Praktek Ekonomi Islam. Yogyakarta:PT. Dana Bhakti Prima Yasa.Mirzha Ayunirraga dan Qudsi Fauzi. 2015.Peran Komitmen DalamMenghindari Ihtikar Sembako diPasar Krembangan Surabaya (StudiPada Mahasiswa Program StudiEkonomi Islam Fakultas Ekonomidan Bisnis Universitas Airlangga,
Jurnal Ekonomi Syarah dan Terapan.Vol. 3, No. 7.Subhan, Moh. 2015. Pemikiran EkonomiYahya Bin Umar Dalam PerspektifEkonomi Modern, Jurnal Ulumuna,Vol. 1, No. 1.Mujahidin, Akhmad. Ekonomi Islam 2 :
Pasar, Perdagangan, Manajemen,
Produksi, Konsumsi, Institusi,
Keuangan dan Konstribusi.Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press.Munawwir, Ahmad Warson. 1997. Al-
Munawwir Kamus Arab – Indonesia.Surabaya: Pustaka Progressif.Putong, Iskandar. 2003.Ekonomi Mikro
Dan Makro. Jakarta: GhanaIndonesia.Qusthoniah. 2014. Ta’sir Al-Jabari(Penetapan Harga Oleh Negara)Dalam Koridor Fiqh Denganmempertimbangkan RealitasEkonomi, Jurnal Syariah. Vol.II, No.II.Shahih Ibn Majah dalam Software
Maktabah Syamilah.Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin‘Abdurrahman ad-Dimasyqî. 2004.
Fiqih Empat Mazhab. Bandung:Hasyimi Press.Tarmizi, Erwandi. 2014. Harta Haram
Muamalat Kontemporer. Bogor:PT.Berkat Mulia Insani.
